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ABSTRAK

Penelitian tesis ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu (1) Ratio legis
penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli
waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021; dan (2) Unifikasi wewenang pejabat/
lembaga yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris yang berkepastian hukum.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ratio legis penunjukkan Pejabat/Lembaga
yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021
adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti
sebagai ahli waris. (2) Unifikasi wewenang Pejabat yang menerbitkan alat bukti
sebagai ahli waris dapat ditempuh melalui pendelegasian wewenang oleh
pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya, yaitu Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil. Karena kewarisan merupakan bagian dari hukum orang yang
selama ini pengadministrasiannya telah menjadi tugas Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci : Hukum Waris; Alat Bukti Ahli Waris; Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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ABSTRACT

This research has two main issues, (1) Legislative ratio determination of
Officials/Institutions authorized to issue evidence as heirs according to the
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the
National Land Agency Number 16 of 2021; and (2) Unification of the authority of
the official/institution that issues evidence as heirs with legal certainty. This
research is a normative juridical research conducted by researching library
materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The
approach used is the statute approach, conceptual approach and case approach.
The results of this study that (1) the legislative ratio of appointing
Officials/Institutions authorized to issue evidence of heirs according to the
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the
National Land Agency Number 16 of 2021 is to provide convenience for people who
need evidence as heirs. (2) Unification of the authority of the official who issues
evidence as heirs can be reached through the delegation of authority by the
government to other government agencies, namely the Office of Population and
Civil Registration. Because inheritance is part of the law of people whose
administration has been the duty of the Office of Population and Civil Registration.

Keywords : Inheritance Law, Evidence of Heirs, Department of Population and
Civil Registration.
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